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A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dari data yang diperoleh
dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim pada
pertimbangannya dalam putusan No0.8/Pid.Sus/2021/PN Sab telah
mempertimbangankan aspek keluaga dalam penjatuhan putusannya.
Namun, pertimbangan majelis hakim pada putusan ini lebih condong
kepada pertimbangan hukumnya. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim
memaparkan petimbangannya dengan membagi unsur tindak pidana pada
pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Rumah menjadi 2 unsur yakni setiap orang dan
melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang
yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Pertimbangan-pertimbangan
tersebut menghasilkan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah
melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga
sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga yakni
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00

(tiga puluh enam juta rupiah)”, dengan putusan akhir berupa pidana
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penjara selama 4 tahun serta dibebankan untuk membayar biaya .perkara

sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas sebelumnya penulis merasa
pemberian sanksi pidana pada kasus ini harus dilakukan dengan
pertimbangan yang lebih matang untuk menilai dampak pada keluarga.
Marital rape merupakan suatu tindak pidana yang serius. Adanya
kedekekatan antara pelaku dengan korban dapat mengakibatkan semakin
berat dan berisiko pula kekerasan yang dilakukan. Selain itu, kedekatan ini
menungkinkan adanya kecenderungan hal ini dilakukan berulang-ulang
karena tidak adanya halangan pihak lain dan dapat mengakibatkan dampak
medis dan psikis yang fatal. Namun, dipidananya pelaku marital rape
yang merupakan suami sekaligus ayah dari anak-anaknya akan memiliki
dampak pada pemenuhan fungsi dalam aspek keluarga. Berdasarkan hal
tersebut, penulis merasa pertimbangan mengenai aspek berkeluarga
merupakan hal yang penting dalam kasus ini. Dengan pertimbangan
tersebut, diharapkan dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku
marital rape tidak akan mengakibatkan dampak yang lebih buruk kepada
keluarga.

Lebih lanjut kepada pemerintah, penulis merasa pengaturan tindak
pidana ini perlu ditinjau lebih lanjut terkhusus pada Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang belum disahkan. Pada UU

PKDRT, Kekerasan seksual hanya dijelaskan sebagai suatu pemaksaan
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hubungan seksual. Penulis merasa istilah yang masih sangat umum dalam
menjelaskan suatu tindak pidana. Adanya penjelasan atau Kklasifikasi
bentuk-bentuk pidana yang tercakup dalam kekerasan seksual ini dirasa
perlu dilakukan untuk memberikan pemidanaan yang lebih tepat kepada

pelaku tindak pidana.
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